
BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS 

.. "~xUr,'L\..HAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

['v\('nllTlbang: a.	 bahwa dalarn rangka optirnalisasi pelaksanaan tugas dan 
['ungsi pada Dinas Perumahan dan Perrriukiman scrta um uk 
rnenghindari adariya turnpang tindih pekerjaan, maka tugas 
dibidang administrasi pertanahan dialihkan dari Dinas 
Perumahan dan Permukiman ke Bagian Pemerintahan pada 
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

b.	 bahwa berdasarkan penirnbangan sebagairnana dimaksud 
d alam huruf a, maka Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas 
Pcrumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung SelaLan 
sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nornor 44 Tahun 2016 perlu dilakukan 
perubahan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan 
Bupati; 

MenQingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darural Nornor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nornor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang­
Undang tLcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 1821); 

2.	 L:ndang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 teutang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4438); 

3.	 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tcntanj; 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 



4,	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 1'ahun 2014 tentang 
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik lndon.-sa 
Llh un 2014 Nomen 24 L Tamba ha r, Lernbarun Nc'gdre.t] , 

R('!JuhIik lr.doncsin Nornor 5587) sebagnimana te-la h d iu ba h 
beberapa kali, terakhir dengan Unclang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2U 16 lentang 
Pcr"ngka1 Dac'nth (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkai 
DaLTClh Ka b u pa te n Larn pung Sc1alan (Lcmbarun Duc ra h 
\,,\ c:p,cl),ll j~.IJllPUl1g S,'laldli Tnh un 1U! () \!()mur Ii). 

Tarn bahan Lembaran Dacrah Kabupateri Lampung Se1alan 
Nomor 16); 

8.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2U 18 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung 
Sclatan Nornor 36 Tahuri 2016 tentang Ked'ud u kan . Tugas 
dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan:	 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 
44 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN 
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Sela180 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada 
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung 
Selatan, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan huruf g, h dan Pas a l 41 dihapus, sehingga 
berbunyisebagaiberikut: 

Pasal 41 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
d irna ks ud d alam Pasa! 40, rincian tugas Kcpala SCkSl 
Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut : 



a.	 melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan bidang pertanahan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Scksi 
Administrasi Kewilayahan untuk dijadikan pcdoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Administrasi 
Kewilayahan dan menyusun bahan untuk pemeeahan 
masalahnya; 

c.	 menyiapkan bahan perryusurian perumu sa n 
penyelenggaraan administrasi kewilayahan; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 
penye1enggaraan administrasi kewi1ayahan; 

e.	 menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan 
administrasi kewilayaharr; 

f.	 menyiapkan daya investigasi, bahan evaluasi dan 
mengumpulkan bahan dalam rangka tertib administrasi 
kewilayahan; 

g.	 dihapus; 

h.	 dihapus, 

1.	 dihapus; 

J.	 mengumpulkan bahan koordinasi kebijakan daerah 
d alarn penyelesaian permasalahan kehutanan; 

k.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi 
Administrasi Kewilayahan agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna: 

1.	 membagi habis tugas Seksi Administrasi Kewilayahan 
kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

m.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan 
untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai 
masukan dalam penyusunan program dan reneana kcrja 
lebih lanjut; 

n.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

o.	 melaksanakan tugas kedinasan 1ainnya yang diberikan 
oleh atasan untuk ke1ancaran pelaksanaan tugas. 



Pasal II 

Pcraturan BUPd ti ini 111u la i bcrlaku parla lClnggClI pclurn ikd I] 
pcjabat baru bcrdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Agar sctiap orang mcngetuh uinya, mcmcrintahkan 
pcngunclangan Peraturan Bupo.ti ini dengan pcncmpatannvu 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Sclatcm. 

Ditetapkan di kaiiarida 
pada tanggal 28 Dcscrnbcr 2018 

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

tho 

NANANG ERMANTO 

Diundangkan eli Kalianda 
pada tanggal 28 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 8ELATAN, 

dto 

FREDY 8M 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 44 


